
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
- < . - _ . . - . , _  _ - _ _ . - r y t

PERATU RAN DAERAH PROPINSI GORON]TALO

NOMOR 05 TAHUN 2OO3

TENTANG

RETRIBUSI JASA ATAS PEMBERIAN PEKERJAAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Men imban  g  :  a ,

GUBERNUR GORONTALO/

bahwa hasi l  -  hasi l  pembangunan di Provinsi Gorontalo

yang te lah dan akan d i laksanakan,  d iarahkan dan

dimanfaatkan sebesar - besarnya untuk kepentingart

rakyat dan lebih khusus lagi telah memberikart

keuntungan bagi para Pengusaha Konstruksi,

Pengadaan barang dan jasa;

bahwa manfaat dan kenikmatan sefta nilai tarnbalt

yang diperoleh tersebut adalah berkat jasa yanq

diberikan Pemerintah Daerah dalam bentuk Pelayanan

Lelang,  Pein i l ihan langsung,  Penunjukan langsung dar t

jasa atas pemberian pekeqaan sehingga karenany;l

dapat  member ikan keuntungan t imbal  ba l ik ,  d ipandang

perlu mengenakan Retr ibusi ;

bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimanil

d imaksud dalam huruf  a  dan b per lu  membentuk

Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Ata:s

Pemberian Pekerlaan Frf
I

I

h
U .

('
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Mengingat Undang - unoang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pa;aK

Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun

1997 Norn or 4!,  Tambahan Lembaran Negara Nomor

3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang -

u n d a n g N o m o r 3 4 T a h u n 2 0 0 0 t e n t a n g P a j a k d a n

Retribusi Daeran (  Lembaran Negara Tahurt

2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Nomor

4048 );

Undang - undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstuksi (Lemoaran Negara Nomor 54' Tahun 1999

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangl

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 60

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentanq

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75i '

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );

lJndang undang Nomor 38 Tahun 2000' tentang

Pembentukan Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 258, Tambaharn Lembaran Negara

Nomor a060 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 
-iahun 2000 tentetng

Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstrul<'si

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63' Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3955);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Neqara

T a h u n 2 0 0 0 N o m o r 6 4 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g ; d r a

Nomor 3956);

2 .

a

q .

q

B, Peraturan Pemerintah Nomor 30

PenYelenggaraan Pembinaan

(Lembaran Negara Tahun 2000

Lembaran Negara Nomor 3957);

9. Peraturan Pemerintah No' 66 tahun :2001

tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara T;lhun

2001 Nomor 119, Tambahan Leml:aran Negara Nomor

^l
4139 )', w'

t .

Tahun 2000 tent-ang

Jasa Konstruksi

Nomor 65, Tambahan



',1
f 10. Keputusan Presiden Nomor l-B Tahun 2000 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / lasa

Instansr Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 14' Tambahan Lembaran Negara Nomor 39a0);

l1 Peraturan Daerah Nomor 7\ Tahun 2002 tett tang

Penerimaan Sunrbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

(Lenrlraran Daerah Tahun 2002 Nonror 02 Seri  C) '

Dengan Persetujuan

'ER*AKTLAN 
Tffi::ilt,pRoprNsr 

coRoNrALo

: PERAT\JRAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANC;

RETRiBUSI ]ASA ATAS PEMBERIAN PEI(ER]AAN'

B A B  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini  yang dimaksud dengan :

1, Daerah adalah Daerah Otonom Propinsr Gororrtalo;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangk:at

Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekuti f  Daerah

Provinsi Gorontalo'

3 . D e w a n P e r w a k i l a n R a k y a t D a e r a h ' s e l a n ; u t n y a d i s e b u t D P l l D '

adalah Badan Legistatif Daerah Provinsi Gorontato'

4. Pemertntahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan

D a e r a h o t o n o m o l e h P e m e r i n t a h D a e r a h d a n D P R D r n e n . ] r u t

azas desentral isasi

5'  Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontato'

6 . D i n a s / I n s t a n s i a d a l a h l n s t a n s i d i l i n g k u n g a n P e m e r i n t a h

DEWAN

MenetaPkan

Provinsi Gorontalo'

7  .  D inas adalah Dinas Pajak dan

B. KePala Dinas adalah KePala

Provinst Gorontalo'

9 ,  Pele langan adalah sa lah

Pemenang suatu Pekeqaan

Pengadaan baranO'  
{  

-

PendaPatan Provinsi  Gorontalo '

Dinas Paiak dan PendaPatan

satu cara untuk menentukan

dibidang konstruksi '  ja: ;a dan



r0, D o k u m e n l e l a n g a d a I a h D o k u m e n y a n g t e r d i r i d a r i r e n c a n a

kerla dan syarat -  syarat (  RKS ) pemborongan / pembelian

gambar - gambar dan persyaratan larnnya sesuai dengan

ketentuan Yang berlaku.

Biaya penyertaan adalah biaya yang dipungut untuk keperluan

penyediaan dan pembuatan Dokumen Lelang'

K a s D a e r a h a d a | a h K a s D a e r a h P r o p i n s i G o r o n t a | 0 .

Jasa adalah jasa yang diberikan oleh rekanan sehubungan

dengan pekerlaan yang diperoleh yang meliput i  jasa

pelelangan, jasa pemil ihan langsung, penunjukan langsung'

dan jasa Pengadaan langsung'

Pengadaan Barang adalah Pengadaan barang yang di lakukan

o I e h P e r u s a h a a n u n t u k k e b u t u h a n P e m e r i n t a h P r o v i n : ; i

Gorontalo.

Proyek adalah proyek - proyek Daerah dan sektoral yang

dibiayai dengan APBD dan APBN

Rekanan atau Pengusaha atau Pelaksana peker;aan

pemborongan adalah pei 'orangan atau Badan Hukum yang

telalr  memenuhi persyaratan untuk mengerjakan Pekerjaan

p e m b o r o n g a n , p e n g a d a a n b a r a n g m i I i k P e m e r i n t a h m a u p L l t . l

pemberian Sasa'

Pekerjaan adalah proyek - proyek Pemerintah yang ada cl i

Provinsi Gorontalo'

Barang adalah barang - barang kebutuhan Pemerintah Daer'an

Dinas /  Instansi di  l ingkungan Pemerintah'

Bank adalah Bank Pemerintah yang melakukan pembayaran

atas pekerlaan pemborongan pekeqaan, pengadaan barang

dan iasa.

1 1 ,

1 ' )
L L ,

{ a

. l A
f t ,

t f ,

1 0 .

t 7 .

l B ,

19 .

B A B  I I

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal  2

(1).  obyek Retr ibusi  jasa atas pemberian peker laan adalah set iap

kegiatan pelelangan, P€ff i i l ihan langsung, penunjukan

langsung ,Jan pengadaan langsung yang waj ib memil ik i

dokumen lelang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 
"f 

-



(2) Obyek Retr ibusi Jasa atas pemberian pekerlaan sebagatmana

dimaksud ayat (  1 ) adalah set iap pelaksarraan pelelangan'

Pemi l ihan langsung'  penunjukan langsung'  maLlpun

pengadaan lansung dan pemberian pekeqaan proyek -

proyek Pemerintah di Daerah kepada pihak ket iga (rekanan)'

Pasal 3

(1), Subyek retr ibusi adalah rekanan yang menqikut i  pelelangan'

p e r n i l i h a n l a n g s u n g ' p e n u n j u k a n l a n g s u r r q d a n p e n g a d a a r r

langsung '

(2).  Subyek retr ibusi jasa atas pemberian pekerjaan adalah set ial l

rekanan / pengusaha atau pelaksana pemborongarr batK

badan huKum atau perorangan yang menclapat peker;aan

penlDorongan, pengadaan barang a[au Jasa korrsultan dart

Pemerintah Daerah '

Pasal 4

(1)  PeKer laan pemborongan /  pengadaan barang dan jasa o l ' :h

Penrerintah Daerah dapat di lakukan melalui :

a '  Pele langan'

b '  Pemi l ihan langsung'

c .  Penunjukan langsung '

d .  Swakelo la /Pengadaan lansung

(2)  Pelaksanaan pemborongan /  Pengadaan barang dan Jasa

sebagatmana dimaksud ayat (1) di lakukan sesuai denEan

Peraturan Perundang -  undangan yang ber laKu'

Pasal 5

(  1)  Set iap peminat  le lang d iharuskan

pendaftaran dari  Pemerintah Daerah'

(2) Dokunren pendaftaran sebagalmana

dikenaran retr ibusi Yang narus

pengambi lan dokum *  
4 '

memi l i k i  dokumen

dimaksud aYat (  1)

di lunasi  Pada tn 'aktu



B A B  I I I

SYARAT - SYARAT UNTUK MEMPEROLEH

DOKUMEN LEL.ANG

Pasal 6

(1 ) ,Rekanan  yang  dapa t  meng iku t i  l e lang  ha rus  sudah  lu lus

p r a k u a l i f i k a s i d a n s u d a h t e r d a f t a r d a l a m d a f t a r r e g i s t r a s i

perusanaan yang telah diterbitkan oleh Lembaga

Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)'

(2).  Ret<anan yang dimaksud ayat (1) adalah rekanan mampu

y a n g s e c a r a a d m i n i s t r a s i d a n t e k n i s t e | a h m e m e n u h i s y a r a t _

s y a r a t d a I a m m e n g i k u t i p e I e l a n g a n , p r e m i I i h a n I a n g s u n q ,

penunjukan langsung'

( 3 ) P r a k u a i i f i k a s i u n t u k p e k e r j a a n y a n g : ; e ; e n i s d i i a k s a r t a k a n

hanya 1 (satu) kal i  dalam tahun berjalan'

(4),  Penentuan pemenuhan persyaratan baik administrasi maupulr l

teknis, diraKsanakan oleh Dinas/Unit  keqa yang bersangkutarr.

(5),  Pelaksanaan persyaratan administrasi dan tehnis sebagaimarta

d i m a k s u d a y a t ( 4 ) a k a n d i a t u r d e n g a n K e p u t u s a n K e p a l a

Daerah.

B A B  l V

PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 7

P e k e r j a a n P r o y e k _ p r o y e k P e m e r i n t a h d i D a e r a h y a n g d i k e n a k a n

Ret r i bus i j asaa taspember ianpeker jaanmenuru tPera tu ranDae t ; r l t

in i  mel iPut i  :

(1).  Jasa Konsultan.

(2),  Pekerlaan Pemborongan'

(3).  Pengadaan Barang dan Jasa yang dibiayai dari  dana APIIN'

APBD Prov ins i  dan dana Daerah la innya '

(1)  BesarnYa

disesuaikan

B A B  V

TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

tari f  retr ibusi jasa atas pemberian peker;aan
A

dengan klasifikasi paket pekelaan 
T'



(2)  Untuk Pendaf taran pe le langan,  pcmi l ihan langsung,

penunjukan langsung atas pekerlaan bidang konstruksi

pengadaan.  barang ser ta  . ;asa konsul tan d i te tapkan dengan

klasif ikasi sebagai berikut :

a .  Untuk Jasa Pemborongan :

1.  K  (kec i l )

2 .  M  ( m e n e n g a h )

3 B (besar)

b, Untuk Jasa Konsultarr :

1.  K  (kec i l )

2 .  M  ( m e n e n g a h )

3. B (besar)

c .  Untuk  Jasa Pengadaan Barang :

1 .  K  (kec i l )

2 .  M  ( m e n e n g a h )

3 .  B  (besar )

(3) besarnya retr ibusi  jasa atas pemberian

sphana i  ber iku t :r v v v : r v '  v v '  " ,

a,  B idang Ars i tektur .

Rp .  25 .000

Rp.  75 ,000

Rp 150 .000

Rp.  25.000

R p , 7 5 , 0 0 0

Rp 150 .000

R p . 2 5 . 0 0 0

Rp,  75 .00C

Rp 150 .000

peker. laan ditetaPkan

1 .  p e l e l a n g a n  0 , 5 0  %

2,  pemi l ihan  langsung 1 ,00  7o

3,  penun jukan langsung 1 ,75  o /o

4. swakelola/Pengadaan Langsung 2,50 o/o

b .  B idang S ip i l ,  Mekan ika l ,  E lek t r i ka l  dan Tata  L ingkungan

1 .  p e l e l a n g a n

? - .  p e m i l i h a n  l a n g s u n g

3.  penun;ukan langsung

4,  swake io la /Pengadaan

c,  Pekeqaan Jasa Pengadaan

1 pe le lang

2 .  p e m i l i h a n  l a n g s u n g

3.  penun jukan langsung

4. swakelola/Pengadaan

d Ppker iaan lasa  Konsu l tan ,

1 .  p e l e l a n g a n

2 .  p e m i l i h a n  l a n g s u n g

3.  penun jukan langsung

4.  swake lo la /pengadaan

1,00 0/o

1,75 0/o

2,25 a/o

Langsung 2,50 o/o

Barang.

0, 50 0/o

1,00 0/o

r,25 o/o

langsung 2,50 o/o

0,50 o/b

1 , 0 0  %

1,50 0/o

langsung 2,50 o/o l l  -

\



(4) Besarnya tar i f  yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pad.r

ayat (3) dihi tung prosentase dari  ni lai  kontrak ( real kost )  per

paKet,

(5) .Hasi l  pungutan ret r ibus i  d imaksud pada Pasal  B Perat t t ran

Daerah ini  merupakan Pendapatan Asl i  Daerah yang harus

disetor ke Kas Daerah'

(6) Perubahan besarnya tar i f  sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3) di tetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah

atas persetujuan DPRD'

B A B  V I

PELAKSANAAN DAN WAKTU PUNGUTAN

Pasal 9

(1) Tata cara pemungutan dan penyetoran retr ibusi Jasa a[as

pember ian peker jaan akan d ia tur  leb ih  lan ju t  dengat t

Keputusan KePala Daerah.

(2)  Tanpa mengurangi  nraksud ketentuan ayat  (  1)  pasal  in t

Pemimpin Proyek /  Asisten Penanggung ;awab

memerintahkan Benclaharawan Proyek /  Pemegang kas;

Daerah untuk melakukan pemungutan retr ibusi sesuai dengar'

ketetuan Pasal B aYat (1) dan (2).

(3)  Dalam hal  pemungutan pada ayat  (1)  dan (2)  be lum dapat

d i lakukan,  maka Bank melakukan pemungtr tan re t r ibr ts i

dimaksud sesuai nota perhitungan / penetapan oleh Dina:;

Pajak dan PendaPatan Daerah '

Pasal 10

pelaksanaan pungutan di lakukan pada saat  kontra l i

ditandatangani antara kedua belah pihak atau selambat -

lambatnya pada pembayaran termyn pertama dan atau

termyn kedua.

Setiap pungutan retr ibusi harus diberikan tanda bukl: i

penerimaan dalam rangkap 5 ( l ima ).

Hasi l  pungrttan retr ibusi dimaksud Pasal 1C ayat (2) segera

disetorkan ke Kas Daerah Melalui Bendaharawan Khttstts

Penerima / Kasir pada Dinas Pajak dan Pendapatan Daer. lh
o l

sesual  ketentuan Yan ber laku.  \  
-

(  1 )

/ - ) \

(3 )



(4 )  se t iap  penyetoran  sebaga imana d imaksud pada ayat  (3 )

disertai  lampiran lembar kedua, Ket iga dan keempat tanda

bukt i  pener imaan re t r ibus i ,

B A B V I I

PENGECUALIAN

Pasa l  11

Dikecua l ikan  dar i  pungutan  re t r ibus i  jasa  a tas  pember ian  peker jaan

ada lah  scbagar  l te r i ku t  :

a .  p royek  yang d ib iaya i  dengan Bantuan Luar  Neger i .

c.  jenis peker jaan proyek -  proyek Padat Karya yang t ic lak

d iker jakan o leh  p ihak  ke t iga  (  rekanan )

B A B  V I I I

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasa l  Lz

(1)  Se la in  o leh  Pe. labat  Peny id ik ,  peny id ikan a tas  t indak  p idan, r

dapat luga di lakukan oleh Pejabat Penyidik Peglawai Neget. i

s ip i l  (  PPNS )  d i l ingkungan Pemer in ta i r  Prop ins i  Goronta lo

yang pengangkatannya di tetapran sesue i  dengatt  Peraf t t r . . ' l t r

P e r u n d a n g  -  u n d a n g a n  y a n g  b e r l a k u .

(2 )  Da lam melaksanakan tugas  peny id ikan,  para  pe iaba l

sebaga imana d imaksud da lam ayat  (1 )  berwewenang:

a ,  mener ima laporan a tau  pengaduan dar i  seseorang ten tang

adanya t indak  P idana,

b .  me laksanakan t indakan per tama pada saat  i tu  d i tempat

ke lad ian  dan melakukan pemer iksaan.

c .  menyuruh berhent i  seseorang te rsangka dan memer tksa

tanda Pengena l  d i r i  tesangka.

d ,  me lakukan penv i taan benda a tau  sura t ,

e .  mengambt l  s id ik ;a r i  dan memot re t  seseorang.

f  .  m e m a n g g i l  s e s e o r a n g  u n t u k  d i d e n g a r  d a n  d i p e r i k s a

^ ^ l . ^ ^ - ;  + ^ p - ^ ^ ^ 1 . ^  ^ + ^ , ,  F ^ l ' ^ ,
5 C U c j g d l  L e l 5 d l l 9 K d  d L d U  5 d K 5 l '

^  ^ ^ ^ A - + - ^ ^ 1 , - ^  t h l i
u ,  I l l c l l u d L d l 1 9 l \ c t l l  u l o l l v  o l r r l

hubungan dengan pemer iksaan

r lukan da la r r ry a n g  0 r p e

nert<ara. 9f



(3 )  PPNS

2

0 ,

c .
n

I
l .

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petun;uk

dari  penyidik bahwa t idak terdapat cukup bukti  atau

perist iWa tersebut bukan merupakan t indak pidana dan

selanj i ,r tnya melalui penyidik memberitahukan hal

tersebut kepada Penuntut Umunt, tersangka atau

t .

keluarganya.

mengadakan t indakan la in  menurut  hukum yang dapat

dipertanggung - jawabkan.

membuat beri ta acara untuk set iap t indakan tentang :

pemeriksaan rumah;

penggeledehan rumah;

penyitaan benda;

pemeriksaan Surat;

pemeriksaan Saksi;

pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengir imkannya

kepada Kejaksaan melalui penyidik POLRI.

B A B I X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

(1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 11 ayat (2), pasal 12

ayat (1) Peraturan Daerah ini  diancam hukuman kurungan

selama - lamanya 3 ( t iga ) bulan dan denda sebanyak *

banyaknya empat kal i  jumlah retr ibusi terhutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran

B A B  X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalanr

Peraturan Daerah ini  sepanjang mengenai pelaksanaannya akan

diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.(\ -
I

l 0
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P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI  GORONTALO

NOMOR 05 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI JASA ATAS PEMBERIAN PEKEII]AAN

I ,  U M U M .

Bahwa kelancaran Peinerintahan dan Pembangunan di Daerah serta

pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai dengan sebaik - baiknya apabi la

d idukung dengan tersedianya dana yang cukup memadai .

Berhubung masih terbatasnya sumber penerlmaan Daerah j ika

d ibandingkan dengan kebutuhan dan pembiayaan penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang makin meningkat, maka untuk i tu

per lu  d iupayakan untuk peningkatan Pendapatan Asl i  Daerah dengan

mengadakan penggal ian sumber sumber Pendapatan Daerah baru, yang

merupakan kewajiban set iap Daerah Otonomi sebagai wu;ud dari  pelaksanaan

Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Guna memenuhi  kebutuhan sumber  dana tersebut ,  berdasarkan pasal  1B

Undang - undang Nomor 18 Drt Tahun 1997 mengamanatkan antara lain bahwa

Daerah dapat memungut retr ibusi karena pemakaian atau memperleh . ; .rsa

pekeqaan, usaha atau yang dimil ik i  Daerah bagi yang berkepentingan atau

karena jasa yang d iber ikan o leh Daerah,

Bahwa pember ian peker jaan pemborongan,  pengadaan barang dan ;asa

dari  Pemerintah kepada para Pengusaha di Daerah, teiah memberikan

keuntungan yang nyata dar i  has i l  peker ;aan yang d iber ikan o leh Pemer in tah.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk memberikan keuntungan yang

t imbal  ba l ik  jasa pember ian peker jaan d imaksud d ia tas per lu  d ikenakan ret r ibus i ,

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL 1 sampai dengan PASAL 9

PASAL 10 AYAr (1) S/D AYAT (2)

:  Cukup je las

:  Cukup je las

: Pemungutan yang dirnaksud dipotong

atas tagihan dari  rekanan yang

memperoleh pekerja un. +' t

AYAr (3)

l l
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PASAL 11

PASAL 12

AYAT (1)  :  Yar rg  d imaksud dengan pengecua l tan

dalam Peraturan Daerah in i  adalah

khusus mengenai  proyek yang dib iayai

dar i  Bantuan Luar Neger i  murni '

Tetapi untuk proyek yang dibiayai dengan

Bantuan Luar Negeri  yang juga ada dana

pendamping maka khusus untuk Yang

dib iaya i  dengan dana PendamPing

tersebut dikenakan retr ibusi sepenuhnya'

AYAT (2) :  Yang dimaksud dengan pengecual ian

adalah proyek - proyek yang sepenuhnya

ditangani secara swakelola dan PacJat

Karya yang dikerjakan oleh pemerintah.

AYAT (3) :  CukuP jelas

:  Sela in  sanks i  p idana d imaksud maka

kepada rekanan atau Pengusaha atau

pelaksana pekerjaan pemborongan dapat

dikenakan sanksi adnrinistrasi berupa

pencabutan Tanda Daftar Rekanan ( TDR)

PASAL 13 sampai dengan PASAL 15 : Cukup jelas'

TAMBAHAN LEMBAMN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR '" ,6{

l : i

?)
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